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PEMPROV JATENG SEDIAKAN 12.000 LEBIH KURSI MUDIK GRATIS 
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Isi Berita:   

JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan lebih dari 12.000 kursi bagi 

masyarakat asal Jateng yang tengah merantau di wilayah Jabodetabek dan ingin mengikuti 

Program Mudik Gratis Lebaran 2024. 

Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Sarido mengatakan, pendaftaran mudik 

gratis 2024 dimulai pada Rabu (6/3) pukul 09.00 WIB melalui daring maupun luring. Total 

kuota yang disediakan adalah 11.400 kursi untuk armada bus dan 1.088 kursi kereta api, 

dengan sasaran warga Jateng yang bekerja di sektor informal di kawasan Jabodetabek. 

”Persyaratan mendaftar lewat daring bisa mengakses laman 

www.pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id, kemudian mengunggah dokumen, seperti 

KTP/KIA, kartu keluarga, dan bukti pendukung lain,” ujar Sarido seperti dilansir dari 

Antara. 

Bagi penyandang difabel yang ingin mendaftar program tersebut, kata dia, bisa langsung 

mendatangi Kantor Badan Penghubung Jateng di Jalan Dharmawangsa VIII Nomor 26 

Kebayoran Baru, Jakarta. Pendaftar mudik gratis juga bisa langsung mendatangi Kantor 

Cabang Bank Jateng di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, KCP Bank Jateng Kramat 

Jati, atau lewat paguyuban warga Jateng di Jakarta. 

”Pendaftaran mudik gratis kami buka 6 Maret, mulai pukul 09.00. Jumlah bus mudik yang 

disediakan sebanyak 228 unit. Jika dibanding tahun lalu, bus yang disediakan lebih banyak 

tahun ini,” terang Sarido. 
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Sarido merinci, bus yang disediakan sebanyak 58 bus berasal dari bantuan gubernur, Bank 

Jateng, dan PT Semen Gresik. Dari bantuan bupati/wali kota, Jasa Raharja dan Perum 

Perumnas sejumlah 130 bus, serta Bank Jateng memfasilitasi 40 bus. 

Untuk fasilitasi mudik menggunakan kereta api, dia mengatakan, disediakan dua rangkaian. 

Yakni jurusan Jakarta-Solo menggunakan KA Jaka Tingkir, sementara jurusan Jakarta-

Semarang difasilitasi KA Menoreh. 

”Adapun untuk pemberangkatan mudik gratis Pemprov Jateng 2024 akan dilakukan pada 

Sabtu (6/4) dari Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII Jakarta,” terang Sarido. 

Sarido menegaskan, Program Mudik Gratis 2024 diperuntukkan bagi pekerja informal 

berpenghasilan rendah. Seperti, pengojek, asisten rumah tangga, pedagang asongan, 

pedagang kaki lima, hingga buruh yang memiliki KTP Jateng. 

Dia mengimbau warga Jateng agar berhati-hati jika menerima informasi mudik gratis. 

Sebab, biasanya ada oknum memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan menarik 

biaya pengantaran ke titik kumpul mudik. 

”Ketika ada orang tak bertanggung jawab menyampaikan ada informasi mudik gratis (tapi) 

berbayar, itu harus dicek dulu. Jangan sampai warga sudah menunggu mudik gratis, cuma 

bayar Rp 50.000 tapi penipuan. Uangnya sudah masuk, tapi tak ada (terdaftar) mudik 

gratis,” papar Sarido. 

”Informasi lebih lanjut terkait Program Mudik Gratis Jateng 2024 dapat dipantau di akun 

@penghubungjateng, @perhubunganjtg, atau hotline 0813-1871-2523,” kata Sarido. 

(Antara) 
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Catatan :  

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah. 

b. Pasal 24 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah 

dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a) Belanja Daerah; dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara 

lain b. belanja modal. 

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Lampiran 

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal,  d. Kelompok belanja modal 

dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


